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Tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupannya secara wajar, dan pemerintah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya. Melalui pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam era globalisasi dilakukan untuk membentuk individual consumer yang direspons dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang masyarakat akan terintegrasi menjadi masyarakat global (global society) yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pelayanan publik yang seluas-luasnya. Kalau rakyat dan masyarakat secara keseluruhan sudah banyak mengalami perubahan dan bergerak dinamis, sedangkan pelayan publik tidak berubah dan cenderung mempertahankan stabilitas status quonya maka rakyat akan bersikap anarkis dan tanpa mempedulikan lagi apa yang diperbuat oleh pelayan publik.
Justifikasi pelayanan kepada masyarakat seolah-olah telah terjadi suatu persetujuan antara pemerintah dan masyarakat bahwa masyarakat telah menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah untuk diatur dan dilayani oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Memahami hal tersebut di atas, pelayanan publik akan mengalami tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Pentingnya tugas pelayanan masyarakat dalam pemerintah modern telah mendorong pemerintah di negara-negara dunia untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak pertama yang harus mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintahannya (putting people first).
Makna pembentukan pemerintahan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat yang sebesar-besarnya. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintah yang berjalan masih mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakatnya. Tugas pelayanan masyarakat (public service) lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada publik.
Penjelasan umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi : “sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Uraian tersebut  sangat jelas bahwa pemberian otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu membawa masyarakatnya mandiri meningkatkan kesejahteraannya secara merata dan mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi hiruk pikuknya kehidupan yang terpengaruh iklim globalisasi. 
Birokrasi telah menjadi daya tarik tersendiri untuk dicermati dan dikaji pada era reformasi dan otonomi daerah belakangan ini. Hal tersebut tidak saja dibahas oleh kalangan teoritisi dan pemerhati, tetapi juga oleh para praktisi sendiri. Bahkan dalam perkembangannya, persoalan birokrasi telah menjadi isu publik (public issues), sehingga setiap orang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi kalangan birokrat. Seperti di jelaskan oleh Abdullah (1991:278) bahwa : “birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, dibawah departemen atau non departemen baik tingkat pusat maupun daerah”. Birokrasi mengandung nilai yang sangat strategis yang berasal dari hubungan kausalitas fungsi birokrasi sebagai penghubung negara dan masyarakat sipil, dalam hal ini negara mengejawantahkan kepentingan umum, sedangkan rakyat merepresentasikan kepentingan khusus yang ada dalam masyarakat.
Sesungguhnya banyak masalah strategis yang dihadapi oleh kalangan birokrat yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Persoalan tersebut, di samping berasal dari kompleksitas masalah lingkungan internal birokrasi, juga berasal dari lingkungan eksternal, diantaranya dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Dari sekian banyak masalah yang mengemuka, persoalan pelayanan oleh organisasi pemerintah tampaknya menjadi salah satu masalah yang cukup mendapat perhatian publik. Hal ini dapat dimengerti, karena secara substansial masalah performance aparatur akan senantiasa bersinggungan dengan kualitas pelayanan publik yang ditampilkan. 
Menguatnya perhatian publik terhadap kualitas pelayanan pada organisasi pemerintah ini juga dipicu oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang dinilainya masih lamban, berbelit-belit, boros dan kurang ramah. Implikasi dari persoalan tersebut, pada akhirnya mendorong adanya tuntutan yang semakin tinggi atas pertanggungjawaban institusi publik dalam melaksanakan pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. 
Individu birokrat/aparatur memiliki kontribusi yang begitu penting dalam mewujudkan pelayanan guna terciptanya kualitas pelayanan publik di kecamatan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan dalam bentuk yang lebih sistematis dan melembaga serta dapat ditegakkan dengan benar dapat dimungkinkan untuk membentuk terciptanya kualitas sumber daya aparatur yang handal dalam meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat yang memang menjadi peran pentingnya. Pada masa sekarang pelayanan pemerintah menjadi sorotan umum, disebabkan masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Rasyid (2002:142) menyatakan bahwa :
Kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor pemerintah baik kabupaten maupun kota adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, mata duitan dan kurang profesional. 

Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sangat jelek dan terkesan pilih kasih, membedakan orang berduit dengan yang tidak serta membedakan pelayanan dengan melihat status yang dilayani. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan rasa keadilan bagi warganya. Aparat pemerintah masih mempunyai anggapan bahwa bekerja adalah merupakan rutinitas belaka, sehingga pelaksanaan tugas menjadi kaku dan lamban serta kurang responsif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sukmaningsih (1997:5) bahwa  : “hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh birokrasi dalam kehidupan sehari-hari sering berakhir dengan kekecewaan”. Birokrasi yang muncul adalah birokrasi yang lemah dan tidak stabil serta belum menemukan pola kerja yang baik. Birokrasi tidak lagi dapat diandalkan untuk menangani masalah-masalah bangsa, melainkan justru menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri. 
Perubahan pimpinan negara dan bahkan seorang kepala unit kerja dapat mengubah birokrasi ke arah yang lebih buruk, atau dengan kata lain ganti kepemimpinan, ganti gaya administrasi. Berbagai penyakit birokrasi (penyakit birokrasi) disebabkan antara lain karena birokrasi pemerintahan sering digunakan sebagai alat perpanjangan kekuasaan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis dan merugikan masyarakat umum. Akibatnya, peran aparatur pemerintah yang seharusnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat umum, cepat atau lambat berubah menjadi pelayan kelompok yang berkuasa. Kondisi tersebut tidak saja terjadi pada aparatur pemerintah tingkat pusat, tetapi juga di daerah-daerah.
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah  yang  ada di Kota Bandung  yang  mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Disamping itu pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksanaan teknis dinas/kota, penyelenggaraan kegiatan, pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga serta pelayanan umum dalam wilayah kerjanya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja secara berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah, artinya kualitas aparatur dapat diketahui dari hasil kerjanya. Demikian pula aparatur pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dipandang perlu adanya optimalisasi pelayanan kearah yang lebih berkualitas dan rasional.
Fenomena yang terjadi saat ini berkaitan dengan masalah pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah masih banyak pengaduan dari masyarakat, dimana berdasarkan laporan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Triwulan III tahun 2017, terdapat beberapa hal berkaitan dengan pelayanan aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang kurang maksimal diantaranya; kurang adanya informasi yang jelas tentang surat keterangan domisili untuk warga pendatang, pencarian dana KKS dan pelayanan yang terjadi pada Kelurahan Cikutra yang sangat lelet atau lalai.
Alasan pemilihan obyek penelitian pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, didasarkan kepada tugas dan fungsinya yang cukup fundamental sehingga akan berkaitan dengan pelaksaan pelayanan administrasi pemerintahan yang cukup banyak yang ada di wilayah Kota Bandung. Hal ini tentunya menuntut pelaksanaan kerja yang lebih efesien dan efektif demi tercapainya Kota Bandung Juara dan mampu meningkatkan kesejateraan masyarakatnya khususnya di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Disamping itu adanya suatu masalah yang dapat dikaji dan diteliti berkaitan dengan belum efektifnya kinerja pegawai yang dapat dikaji sesuai dengan disiplin ilmu administrasi publik dan kebijakan publik
Berdasarkan hasil penjajagan atau penelitian awal ditemukan masalah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pegawai Cibeunying Kidul belum efektif, dengan indikator adalah sebagai berikut :
1.	Kepastian waktu pelayanan dilihat dari indikator waktu pelayanan dalam menyelesaikan urusan atau kepentingan masyarakat berkaitan dengan penyelesaian administrasi kependudukan (pelayanan E-KTP dan KK) tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan juga oleh panjangnya proses birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan pembuatan KTP elektronik (E-KTP).
2.	Kedisplinan dalam memberikan pelayanan dilihat dari indikator sopan dan ramah dalam pelayanan, masih rendah. Dalam memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sering dilayani dengan sikap yang kurang ramah dan sopan. Hal ini menjadikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pegawai tersebut.
Kualitas pelayanan yang belum efektif pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diduga antara lain oleh birokrasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan kedua variabel tersebut sekaligus menjadi kajian peneliti yang ditetapkan dalam penelitian Thesis dengan judul : “Pengaruh Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung”.
1.2.	Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka problem statement dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung belum efektif diduga antara lain oleh birokrasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari pernyataan masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :
1.	Berapa besar pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung?
2.	Berapa besar pengaruh birokrasi diukur melalui prinsip pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung?
1.3.	Tujuan Penelitian
1.	Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh birokrasi terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2.	Mengkaji dan menganalisis besar pengaruh birokrasi diukur melalui prinsip pembagian tugas, hirakhi otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
1.4.	Kegunaan Penelitian
1.	Dari aspek teoritik, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam manajemen pemerintahan khususnya berkaitan dengan konsep birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian juga melalui penelitian ini khasanah keilmuwan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini akan mengalami pengembangan dalam kajian ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.









Dalam kajian pustaka ini, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian peneliti, dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi dan terhindar dari unsur plagiat. Hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut : 
2.1.1.	Hasil Penelitian Firmansyah (2003)
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Dinas-dinas belum optimal, dan birokrasi yang dilakukan oleh Dinas di Kabupaten Tangerang belum kondusif terhadap kualitas pelayanan publik. Kedua kondisi tersebut diduga karena birokrasi yang dilakukan oleh Dinas di Kabupaten Tangerang dalam menjalankan fungsinya masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan rancangan penelitian survey dengan pendekatan struktural fungsional dan analisis statistik jalur, disertasi ini mengkaji birokrasi yang berada pada 12 dinas di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang dilakukan oleh Dinas-dinas di Kabupaten Tangerang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan kata lain bahwa birokrasi melalui dimensinya secara konstruktif yang signifikan atau bermakna dari variabel laten birokrasi. Sedangkan birokrasi yang dilakukan oleh Dinas di Kabupaten Tangerang secara simultan berpengaruh signifikan atau berpengaruh nyata terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Artinya, semakin baik birokrasi akan diikuti semakin baik pula kualitas pelayanan publik pada Dinas di Kabupaten Tangerang.	
Disertasi ini menyimpulkan, bahwa kualitas pelayanan publik yang dilakukan birokrasi dalam hal ini oleh Dinas-dinas di Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan baik, sehingga kepuasan masyarakat kurang tercapai. Hal ini tentunya akan sangat menentukan citra pemerintah di masyarakat khusunya pada Dinas-dinas di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari para birokrat akan berjalan efektif apabila ada keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi tugas para birokrat. Selain daripada itu juga memerlukan komitmen dari masyarakat tetapi yang terutama adalah komitmen dari pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri dan khususnya para pelaksana dinas di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2.1.2.	Hasil Penelitian Rohendi (2008)
Peningkatan kualitas pelayanan publik, terkait erat dengan perubahan global yang terjadi dewasa ini, telah memacu persaingan yang semakin tajam dalam berbagai sektor ekonomi, investasi, barang dan jasa. Selain itu pula dengan makin derasnya tuntutan masyarakat terhadap organisasi birokrasi pemerintah yang semakin responsif, akomodatif dan adaptif terhadap perubahan situasi lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya, perlu ditindaklanjuti dengan mendesain organisasi birokrasi yang lebih efektif.
Keinginan politik pemerintah untuk melaksanakan pemerintah yang berbasis pada kepentingan dan dikendalikan rakyat ”customer driven government”, nampaknya sudah menemukan titik terang. Keadaan ini tercermin dengan adanya perangkat kebijakan yang implementatif seperti misalnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
Pada hakekatnya kebijakan tersebut merupakan upaya mentransformasi organisasi birokrasi yang berorientasi pelayanan, dimana pada gilirannya organisasi birokrasi akan semakin efektif, dalam arti dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mampu memuaskan pengguna jasa publik dan didukung masyarakat serta dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan perubahan yang bergulir dengan cepat. Dalam kaitan ini dapat dijelaskan bahwa dengan memodifikasi variabel-variabel perilaku aparatur, perangkat kebijakan yang implementatif dan budaya organisasi, diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pada gilirannya efektivitas birokrasi dapat tercapai.
Penelitian telah dilakukan pada 16 unit pelayanan publik di lingkungan organisasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung dan difokuskan untuk mencari jawaban rasional dari rumusan masalah penelitian, yaitu sampai sejauhmana kualitas pelayanan publik beserta faktor-faktor pengaruhnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi birokrasi pemerintah daerah. Pelayanan yang memuaskan bagi kepentingan umum, amat ’crucial’ dan juga menjadi tolok ukur dari efektivitas organisasi birokrasi pemerintah yang didukung dan mendapat kepercayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, pelayanan yang memuaskan masyarakat harus dicari, sebab apabila birokrasi tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka masyarakat sebagai pengguna jasa publik akan meninggalkan birokrasi dan beralih kepada lembaga lain yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik, dibuktikan melalui pengujian hipotesis sebagai berikut : ada pengaruh positif dari perilaku aparatur (X1), perangkat kebijakan yang implementatif (X2), budaya organisasi (X3) dan kualitas pelayanan publik (X4) terhadap efektivitas birokrasi pemerintah daerah (Y). Pengujian terhadap sub-sub hipotesis 1 s.d 9 membuktikan bahwa : perilaku aparatur (X1) ternyata pengaruhya tidaklah signifikan terhadap efektivitas birokrasi pemerintah daerah (Y). Namun signifikan terhadap kualitas pelayanan publik (X4). Selain itu, variabel perangkat kebijakan yang implementatif (X2) serta budaya organisasi (X3) masing-masing juga berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelayanan publik (X4). Efektivitas birokrasi pemerintah daerah (Y) ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik (X4).
Tabel 2.1
Perbandingan Judul Penelitian Terdahulu dengan Judul Peneliti
Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Teori yang Digunakan Peneliti Terdahulu	Teori yang Digunakan Peneliti	Persamaan/ Perbedaan
Firmansyah (2003)	Pengaruh Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang	Birokrasi (Thoha, 1994) dan Kualitas Pelayanan Publik (Kotler, 1994)	Birokrasi pemerintah(Wrong dalam Widjaja, 2004), Disiplin Kerja (Saydam, 2005),  Kualitas Pelayanan Publik (Wasistiono, 2003)	Birokrasi pemerintah ada teori berbeda, Kualitas Pelayanan Publik ada teori berbeda, lokus berbeda
Rohendi (2008)	Pengaruh Implementasi Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Birokrasi Pemerintah Daerah	Implementasi Kebijakan (Meter dan Horn dalam Solichin, 1990) Kualitas Pelayanan Publik (Zainun, 1994) dan Efektivitas Birokrasi (Gibson, 1995)	Birokrasi pemerintah (Wrong dalam Widjaja, 2004), Disiplin Kerja (Saydam, 2005),  Kualitas Pelayanan Publik (Wasistiono, 2003)	Birokrasi pemerintah tidak ada, Kualitas Pelayanan Publik ada teori berbeda, lokus berbeda
Sumber : Disusun Peneliti, 2017.
Tabel penelitian terdahulu di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peneliti untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam tatanan teoritik dan empirik. Adapun kelebihan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana birokrasi dalam melaksanakan dan menyelenggarakan suatu pekerjaan yang tinggi mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat/publik sehingga dapat mencapai tingkat kepuasaan masyarakat. Oleh karena itu judul penelitian peneliti mencerminkan originalitas dan tidak plagiat.
2.1.3.	Konsep Administrasi Publik
Perkembangan ilmu administrasi negara ini dikemukakan oleh Kartasasmita (1997:19) yang memperkenalkan pandangan Bailey, bahwa : “ untuk analisis administrasi negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori, yaitu teori deskriptif, normatif, asumtif dan instrumental, dimana Henry mengenali tiga soko guru pengertian (defining pillars) administrasi negara, yaitu (1) perilaku organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik, (2) teknologi manajemen dan lembaga-lembaga pelaksana kebijaksanaan, dan (3) kepentingan publik yang berkaitan dengan perilaku etis individual dan urusan publik”.
Lebih jauh Kartasasmita (1997:21) mengetengahkan lima paradigma yang berkembang dalam administrasi negara, yaitu “(1) dikotomi politik/administrasi, (2) prinsip-prinsip administrasi, (3) administrasi negara sebagai ilmu politik, (4) administrasi negara sebagai ilmu manajemen, dan (5) administrasi negara sebagai administrasi negara”. Dalam konsep Ilmu Administrasi Publik lama atau biasa dikenal dengan istilah “the old of Public Administration”, yang mengacu kepada saran Woodrow Wilson, agar pemerintahan itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian (controlling), yang amat penting mempunyai struktur organisasi hierarki, dan upaya untuk melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu dilakukan secara efisien.
Administrasi Negara merupakan tempat untuk para administrator sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dalam kaitan ini Syafiie (2003:25) menyatakan sebagai berikut :
1.	Administrasi publik, adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,
2.	Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Serta hubungan diantara mereka.
3.	Administrasi publik memiliki peranan yang penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4.	Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan tempat para administrator sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Silalahi (2002:9) mengemukakan : “Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi”. Dalam kaitan ini, makna yang dapat diambil dari berbagai pengertian di atas, bahwa Administrasi, Administrasi Negara (Public Administration) dan pembuatan (administrator) atau pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua kebijakan yang muncul tiada lain karena sesuatu hal atau dalam mengatasi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan agar sedapat mungkin dipecahkan. Proses kerja yang harus dilakukan setiap organisasi menjadi berbagai bentuk kegiatan, sebagaimana menurut Tjokroamidjojo (1994:16) yaitu ”Ditinjau dari segi perkembangan, administrasi dapat   bagi   atas   dua   bagian  besar, yaitu :         (1) Administrasi negara (Public Administration) dan (2) Administrasi niaga (Bussiness Administration)”. Secara khusus, administrasi negara terbagi ke dalam tiga unsur besar sebagaimana dikemukakan Tjokroamidjojo (1994:19) yaitu :
Unsur    administrasi   negara   adalah (a) Administrasi   Keuangan, (b) Administrasi Kepegawaian, (c) Administrasi Material dan ketiga unsur administrasi tersebut memiliki tugas yang sama yaitu bertugas untuk mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan.

Pendapat tersebut di atas dimaknai bahwa administrasi negara begitu luas cakupannya dalam melaksanakan kegiatan di dalam organisasi pemerintahan. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang adminstrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.
Peran administrasi negara dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan politik serta mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pemerintah memerlukan administrasi negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Peran administrasi negara atau administrasi publik merupakan proses dalam perumusan kebijakan sebagaimana pendapat Nigro dan Nigro (1983:18) yaitu "Public Administration has an important role formulating of public policy and thus a part of the political process". Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik).
Presthus (1975:3) mengatakan bahwa administrasi negara mempunyai   arti :
Public administration may be defines as the art and science of design and carrying out public policy. As the scale and complex of government uncreased, civil servants assumed a large role in policy making, in addition to their traditional and still mayor role of implementing polities designed by the elected master. 

Pendapat tersebut di atas menurut peneliti bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan mendesain dan melaksanakan kebijakan publik. Skala dan kompleksitas dari urusan pemerintah yang semakin bertambah, asumsi pelayanan sipil merupakan pengaturan yang besar dalam pembuatan kebijakan, peran dari implementasi kebijakan untuk melengkapi kebiasaan yang didesain melalui pilihan mereka. Hal ini memberikan pemaknaan bahwa administrasi publik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pendapat lain mengenai administrasi negara yaitu menurut Pfiffner dan Presthus (1975:4) bahwa ”Public administration involves the implementation of public which has been determine by representative political bodies”. Menurut peneliti pendapat tersebut adalah bahwa administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
Pendapat di atas menurut pemikiran penulis adalah bahwa administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan negara dengan didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Lebih jauh Pfiffner dan Presthus (1975:6) menjelaskan bahwa ”Public administration is a process concerned with carrying out public policied, encompassing innumerable skills an techniques large numbers of people”. Pendapat tersebut di atas menurut peneliti bahwa adminstrasi publik adalah suatu proses bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Penyelenggaraan administrasi negara dapat berlangsung dengan efektif harus diimbangi dengan sumber-sumber yang lengkap dan tepat.
2.1.4.	Konsep Birokrasi 
Ketika orang berbicara mengenai birokrasi, maka yang terbersit dari pikirannya adalah, adanya sejumlah meja dan prosedur yang berbelit-belit serta  sejumlah pejabat yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan. Mencuatnya persepsi semacam ini tentu tidak bisa disalahkan, mengingat banyaknya kegagalan birokrat dalam memainkan perannya sebagai pelayan masyarakat. Tidak jarang keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, akibat perilaku birokrat yang tidak pada tempatnya, sehingga masyarakat merasa kurang bahkan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hingga kini masih menguat istilah mencerminkan buruknya birokrasi, yaitu ”kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah”. 
Berbagai ungkapan di atas, menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap birokrasi hingga saat ini belum sepenuhnya menunjukan opini yang menggembirakan. Padahal secara substantif, istilah birokrasi tidaklah seburuk yang dipersepsikan oleh masyarakat. Persoalannya justru muncul dari birokrat yang tidak memahami esensi birokrasi sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memaknai konsep birokrasi yang sesungguhnya. Lalu, apakah yang dinamakan birokrasi itu? Kemudian karakteristik apa yang dimiliki oleh birokrasi, serta apa peran birokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?  
Secara epistemologi istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani “bureau” yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Namun dalam pandangan Weber, birokrasi diterjemahkan “Sebagai sarana bagi  pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Selain itu Weber juga menambahkan bahwa birokrasi  merupakan tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Sejalan dengan hal tersebut, Blau dalam Sinambela (2006 : 30) menerjemahkan birokrasi sebagai berikut : “organisasi yang ditunjukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam administrasi”. Hal tersebut berarti bahwa birokrasi merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat. Pada sisi lain, Setiyono (2004 : 9) mengemukakan bahwa : “Birokrasi merupakan sebuah ruang mesin Negara, dimana di dalamnya berisi para pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik Negara”.
Birokrasi berarti pengorganisasian yang dilakukan pada umumnya yang didalamnya terdapat suatu tata kerja yang telah ditentukan dalam suatu peraturan dan harus dilaksanakan dengan sepenuhnya. Birokrasi dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan politik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi bermula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan-keputusan politik hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien.
Birokrasi juga dapat digunakan sebagai alat pembaruan. Ini akan terlaksana bila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan kepada strategi pembaruan dan pembangunan. Untuk dapat merealisasi cita-cita pembangunan sosial ekonomi, pemerintah harus memiliki pranata-pranata yang mudah menerima inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. Pengertian birokrasi menurut Widjaja (2004:25), mengemukakan bahwa : 
Birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Dengan demikian birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa definisi birokrasi lebih menekankan pada aspek organisasi itu sendiri sebagai wadah untuk menjalankan kegiatan sehingga birokrasi yang dimaksud dapat dipahami dalam konteks tipe atau bentuk organisasi. Hal ini dijelaskan lebih rinci mengenai pengertian birokrasi dalam arti suatu bentuk organisasi. Menurut Abdullah (1991:278) mengemukakan bahwa :
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, dibawah departemen atau non departemen baik tingkat pusat atau daerah.
 
Pendapat tersebut di atas diasumsikan birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan publik dan menjalankan tujuan negara. Sedangkan Atmosudirdjo (2003:71), mengatakan sebagai berikut : “Birokrasi adalah suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan, formal dan berjiwa impersonal”. Mufiz (2006:169) menjelaskan bahwa : “birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar, seperti militer dan organisasi-organisasi niaga”. Lebih tegas lagi menurut Bintoro Tjokroamidjoyo dalam Mustafa Delly (2014 : 12) menjelaskan bahwa : “birokrasi dimaksudkan sebagai organisasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”.
Kristiadi (1999:93), mengatakan bahwa  : ”birokrasi merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan  organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya”. Pengertian semacam ini, sesungguhnya diarahkan pada penyelenggara negara yang pada umumnya melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dan melaksanakan progam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Kartasaputra (1997 : 2) mengemukakan bahwa : “birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor”. Hal senada diungkapkan oleh Santoso (1997 : 19) yang mendefinisikan birokrasi sebagai berikut : “Keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, kecamatan, maupun desa dan kelurahan”. Pengertian yang lebih rinci dikemukakan oleh Atmosudirdjo (2003 : 12) yang menterjemahkan birokrasi ke dalam 3 pengertian, yaitu :
1.	Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar, akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil,
2.	Birokrasi sebagai sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu,
3.	Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.     

Berangkat dari berbagai pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa esensi birokrasi sesungguhnya merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sesuai dengan ungkapan ini, Pasolong (2007 : 68) mengemukakan bahwa : ”Birokrasi dipandang sebagai organisasi rasional, instrumen kekuasaan yang paling utama dan ideal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien”. Lebih lanjut Pasolong (2007 : 40) menyatakan bahwa : ”birokrasi merupakan tempat penyimpanan suatu kepercayaan masyarakat umum yang khas dan unik bahkan meski birokrasi pemerintahan itu dipandang sebagai pejabat yang dapat disuap”. Pandangan yang lebih rinci dikemukakan oleh Widodo (2007 : 11) yang menerjemahkan birokrasi kedalam 3 pengertian sebagai berikut :
               Pertama, birokrasi biasanya menunjuk suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro. Kedua, birokrasi juga dapat berarti suatu metode tertentu  untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Pengertian ini sama dengan pembuatan keputusan birokratis (bureaucratic decision making). Ketiga, birokrasi diartikan sebagai ”bureauness” or ”quality  that distinguisher bureaus from other  types of organization”. Dalam pengertian ini, birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Ketiga, pengertian birokrasi tersebut sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi, baru menjadi jelas jika dilihat konteksnya, yakni pengertian tadi digunakan.
Berpijak dari berbagai pandangan para pakar di atas, penulis dapat mengemukakan birokrasi merupakan seperangkat lembaga yang dimiliki oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup prosedur atau tata kerja, perlengkapan serta sumber daya aparatur (birokrat) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan  pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pendapat  para ahli di atas mengenai pengertian birokrasi dapatlah dimengerti bahwa birokrasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam pencapaian tujuan birokrasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai birokrasi di bawah ini dicantumkan mengenai model-model birokrasi yang dikemukakan Pasolong (2007:70) adalah sebagai berikut :
1.	Birokrasi tradisional, yang diutamakan dalam birokrasi seperti ini adalah terwujudnya keharmonisan hierarkis, bahwa masyarakat sudah terkondisi pada suatu sistem yang berjuang. Ciri lain yang mewarnai adalah budaya aristrokrat, loyalitas ritual yang cenderung mengarah pada kultus individu, corak dan hubungan patron kain, adalah pengaruh fatalisme atau mistisme dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam memandang pertanggungjawaban administrasi para birokrat model tradisional cenderung berorientasi pada atasan atau satuan yang lebih tinggi.
2.	Model yang kedua merupakan salah akibat dari pengaruh sistem kolonial di negara-negara berkembang. Model birokrasi ini menekankan pada struktur yang apilistis dan terpisah dari aspirasi rakyat, birokrasi bukan lagi yang bertindak sebagai pelayan masyarakat tetapi justru sebaliknya. 
3.	Model birokrasi rasional. Model ini lebih mengandalkan efisiensi dan kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan bukan kepada pembuat keputusannya. Model ini hanya dapat berfungsi bila diantara kekuatan birokrasi dan kekuatan sosial politik dari masyarakat terdapat keseimbangan, sehingga selalu terdapat proses check dan balance.

2.1.5.	Maksud, Tujuan dan Fungsi Birokrasi
Maksud, tujuan dan fungsi birokrasi sangat penting untuk diketahui oleh karena itu peneliti akan mengemukakan pengertian dari maksud, tujuan dan fungsi birokrasi tersebut dari para ahli. Menurut Mufiz (2006:169) menyatakan bahwa : ”Birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari orang banyak”. Pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas. Adapun tujuan birokrasi menurut Atmosudirdjo (2003:111) adalah bahwa :
Birokrasi bertujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat kepada peraturan-peraturan yang bersifat rutin artinya volume  pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil.

Pendapat tersebut menekankan bahwa tujuan birokrasi pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin. Selanjutnya Atmosudirdjo (2003:112) menyatakan bahwa : ”Dengan adanya birokrasi yang kuat, orang dapat membuat rencana jauh dimuka, oleh sebab birokrasi yang kuat dapat memberikan kepastian dalam banyak hal dan faktor planning”. Sedangkan Mufiz (2006:30) mengemukakan tujuan konsep modern tentang birokrasi sebagai berikut :
1.	Birokrasi sebagai organisasi rasional
2.	Birokrasi sebagai inefesiensi organisasional
3.	Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat
4.	Birokrasi sebagai administrasi publik
5.	Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat
6.	Birokrasi sebagai sebuah organisasi
7.	Birokrasi sebagai masyarakat modern

Konsep modern tentang birokrasi tersebut di atas bahwa birokrasi yang kuat dapat memberikan kepastian dalam banyak hal dan faktor planning di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan Mufiz (2006:38) menjelaskan tentang tiga jenis otoritas ideal sebagai berikut :
1.	Otoritas tradisional, dalam otoritas ini semua perintah mungkin dipatuhi karena memuat terhadap pola-pola tatanan lama yang telah mapan. Anggota keluarga dari penguasa selalu merupakan pemilik otoritas dalam kehidupan. 
2.	Otoritas kharismatik, dalam otoritas ini kepatuhan diberikan (sah) karena orang yang memberikan tatanan terkenal.
3.	Otoritas legal rasional, dalam otoritas ini didasari oleh kepercayaan dalam hak kekuasaan, pola-pola aturan normal dan hak-hak yang diberikan dibawah aturan-aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah kepatuhan berdasarkan aturan-aturan yang ada bukannya pada seorang.

Pendapat tersebut diasumsikan bahwa otoritas birokrasi yang ideal sebagai konsep birokrasi yang relevan dengan organisasi. Sedangkan Thoha (2005:75) menjelaskan tentang prinsip-prinsip birokrasi adalah sebagai berikut :
1.	Prinsip kepastian hukum dan hal-hal kesediaan harus diatur berdasarkan hukum.
2.	Prinsip tata jenjang dalam kedinasan.
3.	Prinsip manajemen yang modern.
4.	Prinsip spesialisasi dalam manajemen dan organisasi.
5.	Prinsip impersonal/hubungan kerja.  

Pendapat tersebut bahwa prinsip-prinsip birokrasi lebih menekankan pada aspek legalitas untuk mengatur kedinasan dalam organisasi pemerintah. Sedangkan Thoha (2005:39) menjelaskan bahwa : ”untuk mewujudkan organisasi birokrasi dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, meliputi ruang lingkup antara lain sebagai berikut :
1.	Organisasi birokrasi pemerintah harus mampu membedakan manakah  sesuatu yang harus diikuti dengan tata cara seremonial dan mana pula yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, organisasi birokrasi pemerintah harus mampu mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial yang dinilai kurang produktif.
2.	Organisasi birokrasi pemerintah harus dibebaskan dari kerja sloganisme yang berorientasi pada jargon-jargon bombastis tanpa usaha realita nyata. Organisasi birokrasi pemerintah harus mampu membawa rakyat memahami dunia nyata, bukan memahami slogan, utopia dan sejenisnya.
3.	Moral dan etika harus menjadi pertimbangan pertama dan utama jika organisasi birokrasi membuat keputusan atau bertindak melaksanakan kebijakan. 
4.	Desentralisasi perlu dikembangkan dan dibiasakan dalam organisasi birokrasi pemerintah. Pemberian otonomi pada birokrat papan bawah perlu didorong.
5.	Keahlian dalam organisasi birokrasi pemerintah perlu disebarkan ke berbagai papan birokrasi. Rekrutmen pegawai perlu dibuat untuk merangsang para calon pejabat ahli yang bekerja di papan bawah.
6.	Proliferasi organisasi pemerintah perlu dihindari. Nafsu untuk selalu menambah jenis organisasi dan jabatan yang telah ada perlu dikendalikan. 
Tuntutan reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan di atas adalah untuk mewujudkan organisasi birokrasi dengan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, maka bukan hanya persoalan desentralisasi dan  keahlian, akan tetapi moral dan etika harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.
2.1.6.	Konsep Pelayanan Publik
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sebenarnya telah lama menjadi cita-cita dan ekspektasi setiap bangsa. Hal ini dapat dimengerti karena aspek pelayanan publik pada umumnya sangat bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, istilah pelayanan publik tidak  pernah surut dari dinamika dan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa terjadinya pergeseran paradigma pelayanan publik yang telah dan akan dilaksanakan sesungguhnya akan sangat tergantung pada perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, sangat wajar apabila konsep pelayanan publik yang dibangun oleh pemerintah sudah semestinya diproyeksikan bagi kepentingan masyarakat. Ungkapan tersebut sejalan dengan hakikat pelayanan publik yang dilansir dalam Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2004, yang menyatakan bahwa : “Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan pewujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. 
Mencermati hakikat pelayanan publik sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa esensi pelayanan publik sesungguhnya menyangkut upaya pemberian layanan yang baik dari  pemerintah kepada masyarakatnya sebagai manifestasi dari kewajiban aparatur pemerintah  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat. Namun demikian, secara empirik harus dipahami bahwa yang menerima  pelayanan publik  sebenarnya tidak hanya diorientasikan kepada masyarakat  dalam pengertian yang sempit, namun juga menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara luas, yang oleh Ratminto et. al (2005:18) diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu : “orang perorangan, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum”. Oleh karena itulah kemudian pemahaman terhadap istilah “publik” dalam konteks pelayanan publik menjadi sangat beragam.  Lalu, apakah yang dinamakan dengan pelayanan publik? 
Secara etimologis, istilah pelayanan publik terdiri atas dua kata, yaitu pelayanan dan publik. Pemahaman terhadap kedua nomenklatur ini dipandang sangat penting untuk diketahui, agar tidak salah dalam memberikan pengertian dan interpretasi terhadap istilah pelayanan publik secara utuh. Sehubungan dengan hal ini, Moenir (2006:16) mengemukakan bahwa pelayanan diterjemahkan sebagai  : “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Sementara Pasolong (2007:128) menerjemahkan pelayanan sebagai  : “aktivitas  seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Hal senada dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) mengartikan bahwa pelayanan adalah  : “segala bentuk kegiatan  pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat”.
Terkait dengan konsep pelayanan, Zethaml et. al dalam Pasolong (2007:133) mengemukakan bahwa untuk memahami esensi pelayanan ada tiga karakteristik utama yang harus diketahui, yaitu :
1.	Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukannya obyek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba, atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat di tes kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan.
2.	Heterogenity, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai  prioritas  berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu.
3.	Inseparability, berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dengan penyedia jasa.     

Mengikuti ungkapan pakar di atas, maka dapat dikemukakan bahwa esensi pelayanan merupakan aktivitas atau kegiatan orang per orang, kelompok atau organisasi dalam bentuk pemberian layanan barang maupun jasa, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan istilah public, penulis berpandangan bahwa kata ‘publik’ sesungguhnya memiliki pengertian yang beragam.  Artinya sangat tergantung pada konteks penggunaan kata tersebut serta interpretasi orang yang menerjemahkannya. Misalnya, secara sosiologis kata ‘publik’ bisa diterjemahkan sebagai masyarakat yang mengandung arti “sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama, kemudian di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya”.
Kata ‘publik’ dalam pandangan Tangkilisan (2006:34) diartikan sebagai  : “kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama”. Dalam konteks tersebut, tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat, karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya secara jelas. Satu hal yang sangat menonjol adalah mereka mempunyai perhatian, harapan atau minat yang sama terhadap sesuatu atau obyek tertentu.  
Tangkilisan (2006:54) mengemukakan bahwa : ”kata public mengandung arti (1) Masyarakat umum, rakyat umum, orang banyak dan (2) rakyat. Definisi tersebut mencerminkan bahwa kata public diterjemahkan oleh beberapa kalangan secara berbeda-beda sesuai dengan keperluan atau kepentingannya”. Salah satu contoh konkrit yang bisa membedakan makna dari kata public tersebut dapat kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada istilah “public opinion” yang diterjemahkan sebagai pendapat umum, kemudian istilah “public relations” yang diterjemahkan hubungan masyarakat atau istilah “public health” yang diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat. Selain itu kita juga mengenal istilah “Public Administration” yang diartikan sebagai administrasi negara atau istilah “public policy” sendiri yang diterjemahkan sebagai kebijakan publik.
Pelayanan bagi masyarakat juga diharapkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan service excellence atau pelayanan yang unggul, mencakup sikap dalam melayani masyarakat secara lebih memuaskan.  Menurut Tjiptono (1997:58) terdapat beberapa sasaran dan manfaat yang terdiri dari : ”(1) Kecepatan, (2) Ketepatan, (3) Keramahan, dan (4) Kenyamanan”. Keempat komponen tersebut merupakan sesuatu kesatuan yang terintegrasikan secara terpadu. Untuk mencapai tingkat keunggulan pelayanan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang dimiliki oleh pelayanan masyarakat sebagaimana dikemukakan Tjiptono (1997:98) yaitu : 
Harus memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya, baik tugas maupun bagian lainnya, maupun berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat pelanggan dan memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional.

Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dunia, maka pembaharuan (reformasi) administrasi pemerintahan harus diarahkan pada perlunya dukungan peralatan komputer dalam menangani berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat, agar dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercapainya pelayanan yang berkualitas dan obyektif dengan penyajian yang cepat, tepat dan akurat. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan good governance tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Pemerintah merespons tuntutan ini dengan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan, seperti pelayanan prima dan standar pelayanan minimal. Akan tetapi perbaikan kualitas masih belum mengerti makna dari sebuah kualitas pelayanan.
Berpijak pada uraian di atas, penulis dapat memberikan beberapa pemahaman tentang istilah public sebagai berikut : Pertama, kata public bisa diterjemahkan sebagai umum, misalnya istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), public swtiched network (jaringan telepon umum), dan public utility (perusahaan umum). Kedua, kata public bisa diartikan sebagai masyarakat, misalnya public relations, (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), dan public interest (kepentingan masyarakat). Ketiga, kata public bisa diterjemahkan sebagai negara, misalnya public outhorities (otoritas negara), public building (gedung negara), public finance (keuangan negara), public administration (administrasi negara), public revenue (penerimaan negara), dan  public sector (sektor negara). Pemahaman makna pelayanan publik secara utuh, Kurniawan (2005:6) mengartikan bahwa  : “pelayanan publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan”. Sedangkan Sinambela (2006:5) menerjemahkan pelayanan publik sebagai berikut : 
Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat. 

Pelayanan publik dimaksudkan adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal senada  diungkapkan dalam Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004, yang menandaskan bahwa pelayanan publik adalah : “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Arief (2007:180) yang mengartikan layanan pelanggan dalam konteks jasa sebagai berikut :
1.	Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, menyampaikan, memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan,
2.	Ketepatan waktu dan reliabilitas penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan harapan mereka,
3.	Penyampaian produk dan jasa yang dipesan pelanggan secara tepat waktu dan akurat dengan tindak lanjut dan tanggapan keterangan yang akurat, termasuk pengiriman tagihan secara tepat waktu.

Berbagai pengertian pelayanan publik di atas mencerminkan bahwa istilah pelayanan publik memiliki arti yang sangat bervariatif, namun secara operasional esensi pelayanan publik tersebut sesungguhnya memiliki orientasi yang sama, yaitu bagaimana kegiatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, sehingga masyarakat merasa terpuaskan atas segala layanan yang diberikan. Dalam konteks tersebut, Pasolong (2007:129) mengemukakan bahwa :
Pelayanan barang yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen  langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud  benda (berwujud fisik) atau  yang dianggap benda yang memberikan  nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, air bersih, dan pelayanan telepon, pelayanan KTP, pelayanan kartu keluarga dan sebagainya. Sedangkan pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan  berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya,  berupa jasa yang mendatangkan  manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pelayanan angkutan darat, laut, udara, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, pelayanan pos, pelayanan pemadam kebakaran dan sebagainya.      

Mengikuti pandangan para pakar di atas, maka pelayanan publik diterjemahkan sebagai : “segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat memberikan manfaat dan dilaksanakan oleh  institusi publik baik pusat maupun di daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku”. Lukman (2000:8) menjelaskan bahwa : “pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Setiap kegiatan yang terjadi dalam interaksi yang ada merupakan satu kesatuan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
Lukman (2000:8) menjelaskan bahwa : “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah, mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Karena pelayanan merupakan suatu bentuk interaksi, maka keberhasilannya bergantung pada adanya kesesuaian antara yang memberi pelayanan dengan yang menerima pelayanan. Dalam pelayanan umum pemerintah tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak bisa meminta sesuatu kepada pemerintah yang bukan atau diluar mandat yang diberikan masyarakat.
Menurut Moenir (2006:17), pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain, mengandung arti bahwa : 
Pelayanan adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen.

Pelayanan merupakan interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Setiap organisasi yang ada selalu mempunyai tujuan dalam pengembangan organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Sudarsono (1998:39) menjelaskan bahwa : “Sasaran akhir pengembangan organisasi tidak lain dicapainya pelayanan terbaik kepada masyarakat”. Dalam manajemen pelayanan umum, pelayanan terbaik telah menjadi bagian penting dari akuntabilitas manajemen. Berkaitan dengan itu Moenir (2006:196) bahwa : “sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja, yaitu kepuasan. Namun meskipun sasaran itu sederhana tetapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan semua elemen yang terkait”.
Setiap organisasi yang bergerak dalam pelayanan selalu berurusan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan hasil dari pelayanan tersebut yaitu adanya kepuasan yang diterima oleh masyarakat. Ratminto et al (2005:79-80) mengemukakan bahwa : “organisasi yang bergerak di bidang pelayanan    yang     sangat     berhasil     memiliki    tiga   kesamaan yaitu : “(1) disusunnya strategi pelayanan yang baik, (2) Orang di garis depan yang berorientasi pada pelanggan/konsumen, (3) Sistem pelanggan yang ramah”. Pelayanan yang berhasil meliputi strategi pelayanan yang baik, adanya orientasi pada masyarakat dan sistem pelanggan yang ramah yang nantinya akan dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.
2.1.7.	Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 
Dimensi kualitas pelayanan publik sesungguhnya akan memberikan gambaran seberapa tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh  pihak yang memberikan layanan. Artinya, melalui kajian yang komprehensif seputar dimensi kualitas pelayanan publik, akan dapat diketahui apakah layanan yang diberikan tersebut berkualitas atau tidak, sehingga akan tercermin pula tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, sesuai dengan fokus penelitian yang menempatkan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan sebagai variabel yang diteliti, maka kajian terhadap dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikemukakan.
Terkait dengan pandangan di atas, Gronroos dalam Jasfar (2005:54) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas jasa dari sudut penilaian pelanggan dibedakan atas tiga dimensi berikut :
1.	Outcome dimension, yaitu berkaitan dengan apa yang diterima konsumen.
2.	Process related dimension, yaitu berkaitan dengan cara jasa disampaikan atau disajikan.
3.	Corporate image, yaitu berkaitan dengan citra perusahaan di mata konsumen. Dimensi ini sama pengertiannya dengan kredibilitas (credibility) dalam pengertian Parasuraman.

Dimensi-dimensi kualitas jasa dilihat dari sudut pandang masyarakat atau pelanggan berkaitan dengan apa yang diterima, yang disampaikan dan berkaitan dengan citra organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan Albrecht et. al dalam Jasfar (2005:55) mengemukakan 4 (empat) dimensi kualitas jasa pelayanan, yaitu :
1.	Care and concern, yaitu perasaan seorang konsumen atas perhatian yang penuh dan kepedulian dari perusahaan, karyawannya, maupun sistem operasional dari perusahaan penerbangan ini, yang betul​-betul ditujukan kepada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya.
2.	Spontaneity, yaitu tindakan-tindakan nyata dari personel yang memperlihatkan keinginan-keinginan yang kuat dan spontan untuk membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi konsumen. Hal ini sangat tergantung kepada perilaku dan termasuk pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada staf penerbangan tersebut.
3.	Problem solving, yaitu keahlian dari kontak personel (contact per​son) untuk menjalankan tugas-tugasnya secara hati-hati dan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan. Terutama bagi pekerja atau staf yang bertugas di bagian yang memfasilitasi bagian-​bagian operasional atau di bagian yang sistem operasionalnya terlatih dengan baik.
4.	Recovery, yaitu usaha-usaha atau tindakan-tindakan khusus yang diambil apabila ada sesuatu berjalan secara tidak normal atau sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Untuk mengatasi masalah yang sewaktu-waktu bisa timbul, sudah tersedia personel yang segera bisa dipanggil.

Dimensi kualitas jasa dalam bidang pelayanan sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa pelayanan yanag berkualitas lebih mengedepankan kepada penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi dan membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi masyarakat atau konsumen. Pandangan yang lebih rinci dikemukakan oleh Johnston dalam Arief, (2005:125) yang mengusulkan delapan belas dimensi kualitas jasa sebagai berikut :
1.	Access, yaitu lokasi yang mudah dijangkau, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan di sekitarnya dan kejelasan rute.
2.	Aesthetics, yaitu berkaitan dengan sampai sejauh mana paket jasa (service package) tersedia untuk memuaskan konsumen.
3.	Attentiveness/helpfulness, yaitu berhubungan dengan kontak personel, sampai sejauh mana mereka berkeinginan untuk membantu konsumen.
4.	Availability, yaitu berkaitan dengan ketersediaan fasilitas jasa, staf, dan barang-barang bagi konsumen.
5.	Care, yaitu kepedulian, perhatian, simpati, dan kesabaran yang diperlihatkan kepada konsumen.
6.	Cleanliness/Tidiness, yaitu kebersihan, kerapian, dan keteraturan produk-produk fisik dalam paket jasa (the service package).
7.	Comfort, yaitu berkaitan dengan kenyamanan lingkungan dan fasilitas jasa.
8.	Commitment, yaitu komitmen pekerja terhadap tugas.
9.	Communication, yaitu kemampuan penyedia jasa untuk berkomu​nikasi dengan konsumen.
10.	Competence, yaitu berkaitan dengan keahlian dan profesionalisasi dalam penyampaian jasa.
11.	Courtesy, yaitu kesopanan, respek dalam penyediaan jasa, terutama berkenaan dengan kontak staf daiam berhubungan dengan konsumen dan hak miliknya.
12.	Flexibility, yaitu berkaitan dengan keinginan dan kesanggupan pekerja untuk mengubah pelayanan jasa atau produk, menyesuaikan dengan keinginan konsumen.
13.	Friendliness, yaitu kehangatan dan keakraban penyedia jasa, terutama kontak staf.
14.	Functionality, yaitu kemampuan jasa atau kesesuaian `kualitas produk', baik berupa fasilitas jasa maupun barang-barang.
15.	Integrity, yaitu kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan jasa kepada konsumen.
16.	Reliability, yaitu kehandalan dan konsistensi dari kinerja fasilitas jasa, barang-barang, dan staf.
17.	Responsiveness, yaitu kecepatan dan ketepatan penyampaian jasa.
18.	Security, yaitu keselamatan dan keamanan konsumen serta peranan mereka dalam proses jasa.

Mencermati berbagai dimensi kualitas layanan jasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa para pakar tampaknya memiliki keragaman pandangan dalam melihat kualitas pelayanan publik yang diharapkan. Kompleksitas pandangan tersebut, menurut hemat penulis sangatlah wajar karena mereka melihat kualitas  pelayanan publik  dari berbagai macam sudut pandang. Namun yang jelas, semua pandangan tersebut tidak lepas dari hakikat suatu pelayanan yaitu  memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara Garvin dalam Arief (2007:124) mengemukakan dimensi kualitas  jasa pelayanan  sebagai berikut.
1.	Performance, yaitu ciri-ciri pengoperasian pokok dari suatu produk inti (core product), seperti kecepatan, penggunaan bahan bakar, jum​lah penumpang yang dapat diangkut, , kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi, dan lain-lain.
2.	Features yaitu ciri khusus atau keistimewaan tambahan berupa karakteristik pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior, seperti dashboard, AC, sound system, door lock system, power steer​ing, dan sebagainya.
3.	Reability, yaitu kehandalan produk mobil, seperti kemungkinan kecil untuk rusak atau mengalami beberapa kegagalan dalam pemakaiannya, tidak sering mogok atau rewel.
4.	Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh mana karakteristik rancangan dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, standar keamanan, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya lebih besar daripada mobil biasa.
5.	Durability (daya tahan), berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat terus digunakan, yang mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil.
6.	Serviceability, yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan layanan reparasi, dan penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan tidak hanya terbatas sampai pada saat sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan sampai purnajual, termasuk pelayanan reparasi atau tersedianya suku cadang.
7.	Esthetic (estetika), yaitu daya tarik produk melalui panca indera, misalnya bentuk fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya.
8.	Perceived quality, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap kedua hal tersebut. Biasanya, karena pembeli kurang mengetahui mengenai atribut-atribut produk tertentu, maka mereka mempersepsikan nilai kualitas produk itu dari aspek​-aspek lain, seperti harga, merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara asal produk itu dijual. Misalnya, kualitas mobil dari Eropa dan Amerika dianggap lebih baik dari mobil buatan Jepang dari sudut tahan lama.

Dimensi kualitas jasa dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, intinya adalah semua tidak lepas dari hakikat suatu pelayanan yaitu  memenuhi kebutuhan masyarakat dengan maksimal sehingga masyarakat puas apa yang dilayaninya. Adapun dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan sebagai berikut : 
1.	Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2.	Kejelasan, yaitu (a). Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; (b). Unit kerja/pejabat yang berwewenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; (c). Rincian biaya pelayanan publik data dan cara pembayaran.
3.	Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4.	Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5.	Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6.	Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7.	Kelengkapan sarana dan prasana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).	
8.	Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat  dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9.	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan iklas.
10.	Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib dan teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

Pedoman tentang pelayanan publik sebagaimana di uraikan tersebut di atas, hampir sama dengan pandangan para ahli lainnya yaitu hakikat suatu pelayanan berkualitas adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan maksimal sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diterimanya. Boleh jadi pandangan mengenai dimensi kualitas jasa pelayanan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Zeithaml, et al. (1990:19). Para pakar tersebut, awalnya mengemukakan 10 (sepuluh) dimensi kualitas pelayanan, yaitu :   “(1)access,(2)communication,(3)competence,(4)courtesy,(5)credibility,(6)realibility, (7)responsiveness, (8)security,  (9)understanding dan (10)tangibles”.  Adapun uraian lengkap mengenai kelima dimensi yang merupakan penyederhanaan dari 10 dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml et. al (1990 : 46) dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.	Tangible yaitu kualitas pelayanan terlihat dari faktor yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang kelihatan dan terbukti langsung  tampak  seperti tampilan kantor (fasilitas fisik) yang terlihat mulai dari lokasi gedung, pekarangan, tempat parkir, kenyamanan ruangan pelayanan,  bahan komunikasi penyedia jasa, kelengkapan fasilitas yang disediakan.
2.	Empathy adalah merasakan apa yang orang lain rasakan, mereka benar-benar memberikan perhatian yang besar dan khusus,  dan berusaha untuk mengerti dan memahami apa keinginan, kemauan dan kebutuhan pelanggan. 
3.	Reliability yaitu kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan terpercaya. Kemampuan untuk memenuhi janji sesuai dengan yang telah yang ditawarkan dapat diandalkan, dengan syarat layanan harus akurat dan konsisten, serta dijamin baik produknya maupun pelayanan petugasnya. 
4.	Responsiveness adalah kesanggupan  untuk membantu dengan keikhlasan untuk memberikan layanan atau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap konsumen yang diikuti dengan bertindak yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Responsiveness juga adanya keinginan para petugas pemberi layanan bahwa mereka senang untuk membantu dan mampu memberikan jasa yang cepat kepada para konsumennya.
5.	Assurance yaitu kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan dalam mendapatkan pelayanan  sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberian layanan. 

Konsep TERRA sebagaimana dikemukakan Zeithaml et. al (1990 : 46), tampaknya cukup relevan untuk dijadikan sebagai basis teori dalam mengungkap berbagai problem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. 
2.2.	 Kerangka Berpikir Penelitian
Konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum. Mufiz (2006:169) menjelaskan bahwa : “birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar, seperti militer dan organisasi-organisasi niaga”. Artinya birokrasi dimaksudkan sebagai organisasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
Menurut Abdullah (1991:278) mengemukakan bahwa :
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, dibawah departemen atau non departemen baik tingkat pusat atau daerah.
 
Pendapat tersebut di atas diasumsikan birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan publik dan menjalankan tujuan negara. Hal senada dikemukakan oleh Said (2007:2) yang menjelaskan bahwa :
Birokrasi sebagai suatu sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya.
Asumsi tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi ciri dari birokrasi adalah adanya sebuah pembagian kerja secara hierarki dan rinci yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis yang ditetapkan secara impersonal, yang dijalankan oleh staf yang bekerja full time, seumur hidup dan profesional yang sama sekali tidak turut memegang kepemilikan atas ‘alat-alat pemerintahan’ atau pekerjaan, maupun keuangan jabatannya. Mereka hidup dari gaji dan pendapatan yang diterimanya dan tidak didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka.
Lebih jauh Widjaja (2004:27) menjelaskan bahwa pelaksanaan birokrasi dapat mencapai apa yang diharapkan dalam pelaksanaannya perlu berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :
1.	Pembagian tugas dalam bekerja, hal ini mengandung makna pembagian dan penugasan kerja yang ketat, satu orang satu jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pegawai/aparatur yang melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada jabatan rangkap. 
2.	Hierarki otorita yang tegas dan ketat, hal ini bermaksud bahwa jabatan-jabatan koordinasi secara garis lurus sehingga merupakan jaringan hierarki atau urutan yang tegas dan ketat. Dalam hierarki itu setiap jabatan bertanggungjawab kepada atasannya mengenai keputusan dan tindakannya sendiri maupun anak buahnya. Pada setiap tingkat hierarki, para pejabat birokrasi pemerintah memiliki hak memberi perintah dan pengarahan pada bawahannya dan bawahannya wajib mematuhi.
3.	Peraturan dan ketentuan yang terperinci, sistem kerja ini mempunyai maksud bahwa semua pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan prosedur-prosedur dan metode tertentu dituangkan ke dalam peraturan yang dipertahankan pada institusi tersebut secara tegas dan ketat. Aturan-aturan ini juga menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan.
4.	Hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur adalah semua pekerjaan dilakukan tanpa pandang bulu, tidak mengenal prioritas atau status sosial orang yang harus dilayani, semua sama dan semua orang diperlakukan menurut nomor urut, cara kerja seolah-olah tidak memiliki perasaan, tidak ada pilih kasih dan pamrih serta perhitungan keuntungan apa-apa. Pejabat birokrasi pemerintah harus memiliki orientasi impersonal, yaitu menghindarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan instansi atau lembaga yang dilayaninya.

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok atau organisasi dan dilakukan secara universal, seperti diungkapkan oleh Moenir (1995:41) bahwa : “Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan”. Pemahaman makna pelayanan publik secara utuh, Kurniawan (2005:6) mengartikan bahwa  : “pelayanan publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan”.
Selanjutnya, pandangan lain mengenai kualitas pelayanan dikemukakan oleh  Kotler (1994:464)  bahwa : 
a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production may or may not be tied to physical product. 

Pendapat di atas dapat di jelaskan bahwa pelayanan adalah segala tindakan atau kinerja yang dapat lembaga tawarkan atau berikan kepada pihak lain yang secara mendasar tampak tidak nyata dan tidak menyebabkan kepemilikan atas segala sesuatunya. Hasil dari pelayanan tersebut harus atau tidak harus dikaitkan dengan hasil daripada produk fisik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui pegawainya, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Para pegawai haruslah menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan publik. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang hanya didasari oleh kewajiban sebagai abdi negara.
Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena pegawai tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang berkualitas, pegawai yang tidak cukup terlatih, produktivitas rendah dan perilaku pegawai yang kurang responsif. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan. Masyarakatlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan.
Kotler dalam Tjiptono (1997:561) mengemukakan bahwa terdapat lima determinan kualitas pelayanan publik yang dapat dirinci sebagai berikut :
1.	Keterandalan (reliability); kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya
2.	Keresponsifan (responsiveness); jasa dengan cepat atau ketanggapan
3.	Keyakinan (confidence); pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance
4.	Empati (Emphathy); syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan
5.	Berwujud (tangible); penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan umum yang cepat, tepat waktu dan berkualitas. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang berkualitas, maka kepuasan pelanggan atau masyarakat sebagai kunci untuk mendapatkan hasil jangka panjang dan tetap memberi kesenangan kepada masyarakat atau pelanggan adalah setiap orang. Wasistiono (2003:49) menjelaskan kriteria pelayanan masyarakat yang baik, sebagai berikut :
1.	Kesederhanaan 







Kriteria tersebut di atas dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Sehingga dalam kerangka pencapaian tujuan organisasinya berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya.

















Paradigma Berpikir Penelitian 
2.3.	Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
1.	Birokrasi besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.





OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.	Obyek Penelitian
Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian yaitu pada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya secara rinci dibahas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebagai berikut :
3.1.1.	Gambaran Umum Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi :
a.	Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat,
b.	Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum,
c.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
d.	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
e.	Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksnakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi : 
a.	Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan,
b.	Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan,
c.	Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan,
d.	Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seleksi, 
e.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan,
f.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan,
g.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a.	Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian,
b.	Mengelola administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian,
c.	Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan. Unrtuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a.	Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan kecamatan,
b.	Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan,
c.	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan kecamatan,
d.	Mengkoordinasikan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan kecamatan.
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a.	Menyusun data dan materi bahan lingkup pemerintahan,
b.	Membina rukun warga dan rukun tetangga,
c.	Pelayanan administrasi pertanahan,
d.	Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan,
e.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait,
f.	Melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : 
a.	Menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban,
b.	Membina ketentraman dan ketertiban,
c.	Membina potensi perlindungan masyarakat,
d.	Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana,
e.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait,
f.	Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.
Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a.	Menyusun data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan,
b.	Inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan,
c.	Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal,
d.	Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan,
e.	Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda,
f.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait, 
g.	Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a.	Menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup,
b.	Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
c.	Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan,
d.	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial,
e.	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup,
f.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait,
g.	Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
a.	Menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan,
b.	Pelayanan data dan informasi kecamatan,
c.	Pelayanan administrasi kependudukan,
d.	Pelayanan administrasi umum lainnya,
e.	Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan instansi terkait,
f.	Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 
3.2.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Iskandar (2001:256) bahwa explanatory survey adalah : “metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian untuk meminta jawaban dari responden dan responden diambil dari pelaku kasus penelitian ini, sehingga bisa memberi jawaban yang akurat”. Untuk melakukan analisis data tersebut digunakan teknik statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan serta menyajikan hasil olahan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pola hubungan atau sebab akibat antara nilai suatu variabel (variable dependen) jika nilai variabel yang lain berhubungan dengannya (variable independen). Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis serta untuk melakukan interpretasi secara mendalam.
Desain penelitian digunakan yaitu untuk menggambarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemikiran teori, rumusan hipotesis, metode penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data dan kesimpulan yang diharapkan. Oleh karena itu menurut Nasir (2011:84) bahwa : “desain penelitan adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Dengan demikian jelas terlihat bahwa proses penelitian terdiri dari perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.
3.2.1.	Variabel Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel penelitian, yaitu independen variabel (variabel bebas) yaitu variabel birokrasi dan variabel dependen variabel (variabel terikat/tergantung) adalah kualitas pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :
1.	Birokrasi dimaksudkan adalah merupakan organisasi pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai kegiatan pemerintahan dengan melalui prinsip pembagian tugas, hierarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan interpersonal diantara pekerja.
2.	Kualitas Pelayanan dimaksudkan adalah suatu bentuk pelayanan oleh pegawai atau aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dengan mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat dengan melalui kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan kepastian waktu.
3.2.2.	Operasional Variabel Penelitian




Birokrasi (X1)	Pembagian tugas dalam bekerja	Pembagian kerjaPenugasan kerja Rangkap jabatan	123
	Hierarki otorita yang tegas dan ketat	Koordinasi jabatanUrutan jabatanPertanggungjawaban kepada atasanHak memberi perintahKepatuhan terhadap perintah	45678
	Peraturan dan ketentuan yang terperinci	Pekerjaan sesuai aturanMetode terus-menerusHak dan kewajiban 	91011
	Hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur	Adanya keadilanSesuai tata kerjaMengenal prioritasBekerja tanpa pamrih	12131415
Sumber : Widjaja, 2004. Diolah Peneliti 2017.
Operasional variabel penelitian tersebut peneliti disusun untuk membuat instrumen penelitian (angket) yang didasarkan kepada teori yang peneliti pilih sesuai dengan yang ada pada kerangka berpikir penelitian. Selanjutnya peneliti menyusun tabel operasional penelitian kualitas pelayanan pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Operasional Variabel Kualitas Pelayanan
Variabel	Kriteria	Indikator	Item
Kualitas Pelayanan	Kesederhanaan	Prosedur pelayananKecepatan pelayanan	1617
(Y)	Kejelasan dan Kepastian	Tata cara pelayananPersyaratan pelayananTangungjawab pelayanan	181920
	Keamanan	Proses pelayananKenyamanan pelayananSopan dan ramah	212223
	Keterbukaan	Jujur dalam pelayananPenyuluhan/informasi pelayanan	2425
	Efisiensi	Solusi pelayananKelengkapan persyaratan	2627
	Ekonomis	Biaya pelayanan Kewajaran biaya	2829
	Keadilan yang Merata	Perlakuan yang samaJangkauan pelayanan	3031
	Kepastian Waktu	Waktu pelayananJadual pelayanan	3233
Sumber : Wasistiono, 2003. Diolah Peneliti 2017.
3.2.3.	Populasi Penelitian








3.	Sie Ekbang dan Lingkungan Hidup	4
4	Sie Pemberdayaan Masyarakat	4




        Sumber : Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, 2017.
3.2.4.	Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut :
1.	Studi kepustakaan, mengumpulkan bahan dan informasi mengenai teori dan konsep guna menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian.
2.	Studi Lapangan terdiri dari :
a.	Observasi, yaitu kegiatan ini dilakukan secara temporer terhadap Pegawai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
b.	Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dan lisan dengan Camat Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, juga dengan sebagian masyarakat yang pernah berurusan dengan layanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
c.	Angket, yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, dimana setiap pertanyaan telah tersedia 5 alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan praktis. Kategori jawaban dan kriteria pembobotan jawaban responden terhadap isi angket disajikan berikut ini :
Tabel 3.4
Kategori dan Kriteria Pembobotan Jawaban Angket
No	Kategori Bobot Nilai	NilaiPositif	NilaiNegatif
1.2.3.4.5.	Sangat setujuSetujuNetralTidak SetujuSangat Tidak Setuju	54321	12345
Sumber : Sugiyono, 1997.
Skor yang dihasilkan oleh pernyataan-pernyataan ini tingkat pengukurannya ordinal. Alat ukur variabel harus diuji validitas  dan  reliabilitasnya melalui uji internal consistensy. Item (pernyataan)  yang  ada dicoba  ke kelompok  responden, kemudian dilakukan item analisis. 
3.2.5.	Uji Validitas
Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki eror pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan varians error yang kecil pula. Ukuran dari validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya dengan menggunakan rumus Product Moment, (Arikunto, 2002:19) sebagai berikut :

Keterangan :
r	=	 Koefisien   korelasi    Pearson    antara     item     dengan    variabel        yang bersangkutan
X	=	Skor item dalam variabel
Y	=	Skor semua item dalam variabel tersebut
n	=	Jumlah responden
Tujuan dari uji validitas angket adalah melihat sejauh mana keterkaitan antara variabel manifes (indikator) yang menerangkan variabel latennya (sub variabel). Untuk variabel manifes yang tidak mempunyai hubungan atau hubungannya sangat kecil sekali terhadap variabel laten bisa direduksi, sehingga variabel-variabel manifes yang membentuk variabel-variabel laten yang sesuai dengan penelitian, merupakan variabel laten yang dibentuknya.
3.2.6.	Uji Reliabilitas
Pengujian ini bertujuan mengetahui keandalan alat ukur yang digunakan. Keandalan ini menunjukkan ketepatan dan homogenitas angket yang digunakan sebagai alat ukur. Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) alat ukur pada penelitian ini digunakan interval consistency dengan teknik belah dua (Split half) dari Spearman-Brown (Sugiyono, 2001:109), dengan model matematisnya adalah sebagai berikut :

   Dimana :
   rI   =  Reliabilitas
   rb	=  Korelasi antara belahan ganjil dan belahan genap.
             Data dari kedua variabel yang diukur menggunakan instrumen pengukuran dengan skala Likert’s yang menghasilkan skala pengukuran ordinal, dirubah terlebih dahulu dengan menggunakan Metode Succesive Interval sehingga diperoleh data dengan skala pengukuran interval.
             Berdasarkan data dengan skor yang skalanya interval tersebut, dihitung koefisien korelasi sederhana . Harga-harga koefisien korelasi antar variabel yang diperoleh, dibuat dalam sebuah matriks korelasi matriks inversnya yang berbentuk sebagai berikut :
a)	Tentukan Matriks korelasi antar variabel
		 X1         X2	  ...      Xk
	         
dimana  adalah koefisien korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut :


a)	Hitung Matriks invers korelasinya,
                 X1       X2       ...      Xk
              
a)	Hitung koefisien jalur dengan

Keterangan :
PYxi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y
rYxi   unsur  atau  elemen  pada  baris  ke i dan kolom ke j dari matriks 
         invers korelasi.
  	Atau menggunakan rumus :
         




3.2.7.	Teknik Analisis Data 
            Analisis data dilakukan melalui uji statistik, setelah data dikumpulkan melalui angket penelitian. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis), yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data yang dipergunakan pedoman tabulasi data dengan standar sebagai berikut :
1.	Nilai indeks Minimum, yaitu skor minimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden.
2.	Nilai indeks Maksimum, yaitu skor maksimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden.
3.	Jenjang Range, yaitu jenjang Range yang diinginkan untuk kategori yang diberikan terdiri dari tingkat : sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Range, ialah selisih antara nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks minimum.




Struktur Utama Pengaruh X terhadap Y
Keterangan :
X 	 =  Birokrasi
Y 	 =  Kualitas Pelayanan








Sub Struktur Pengaruh Variabel X1 ..... X4 terhadap Y

Keterangan :
X1	=  Pembagian tugas dalam bekerja
X2	=  Hirakhi otorita
X3	=  Peraturan dan ketentuan yang terperinci
X4	=  Hubungan interpersonal diantara pekerja 
Y	=  Kinerja  pegawai
Pyx1 … Pyx4 =  Koefisien jalur dari X1 … X4 ke Y
Py 	=  Koefisien variabel residu/epsilon
     	=  Pengaruh variabel lain 
rx    	=  Korelasi ke-X
3.2.8.	Pengujian Hipotesis Penelitian
Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis baik secara simultan maupun parsial adalah sebagai berikut :
1)	Dilakukan pengujian secara keseluruhan atau bersama-sama (simultan) terhadap koefisien-koefisien jalur yang diperoleh. Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan atau bersama-sama tersebut adalah :
H0  : yxi  = yxk  = 0
H1  : Sekurang-kurangnya ada sebuah yxi   0

Statistik uji yang digunakan adalah : 
Statistik uji di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas v1 = k dan v2 = n-k-1. Kriteria pengujian tolak H0 jika Fhitung < Ftabel.
2)	Apabila hasil pengujian secara keseluruhan H0 ditolak, artinya sekurang-kurangnya ada satu Pyxi  0. 
3)	Untuk mengetahui Pyxi mana yang = 0 dilakukan pengujian secara individu (parsial), dengan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Pyxi  0 artinya tidak ada pengaruh positif dimensi X1, X2, X3 ... X4 terhadap Y.
H1 : Pyxi0 artinya ada pengaruh positif dimensi X1, X2, X3 ...X4 terhadap Y
Dengan statistik uji menggunakan rumus :
	; i = 1, 2, …, K
Statistik uji di atas mengikuti distribusi t Student dengan derajat bebas                 n – k – 1. Kriteria pengujian tolak H0 jika thitung < ttabel .
3.2.9.	Tempat dan Jadual Penelitian
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1.	Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan yang jawabannya bersifat alternatif.
2.	Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih.



























1.	Sebagai pegawai saya bekerja sesuai dengan pembagian kerja yang diperintahkan pimpinan					
2.	Sebagai pegawai saya diberi tugas pekerjaan sesuai dengan kemampuan pegawai					
3.	Sebagai pegawai saya bekerja dengan mempunyai jabatan rangkap					
4.	Sebagai pegawai saya bekerja melakukan koordinasi dengan pimpinan 					
5.	Sebagai pegawai saya merasa hierarki atau tingkatan dalam struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan					
6.	Pimpinan memberikan rasa tanggungjawab penuh kepada saya dalam melaksanakan pekerjaan					
7. 	Pimpinan mempunyai hak memberi perintah kepada saya dalam bekerja 					
8.	Sebagai pegawai saya dituntut mempunyai sikap patuh terhadap perintah pimpinan					
9. 	Sebagai pegawai saya melakukan pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan kerja					
10.	Sebagai pegawai saya melakukan metode kerja yang terus-menerus sesuai dengan peraturan dan ketentuan kerja 					
11.	Sebagai pegawai saya mempunyai hak dan kewajiban melakukan pekerjaan sesuai peraturan dan ketentuan kerja					
12.	Sebagai pegawai saya merasa ada keadilan dalam hubungan antar sesama pegawai dalam bekerja					
13.	Sebagai pegawai saya melakukan pekerjaan sesuai tata kerja 					
14.	Sebagai pegawai saya mengenal prioritas dalam bekerja 					





16	Sebagai pegawai saya memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada					
17	Sebagai pegawai saya melakukan kecepatan dalam memberikan pelayanan 					
18	Sebagai pegawai saya mempunyai tata cara pelayanan yang digunakan dalam memberi pelayanan 					
19	Sebagai pegawai saya mempunyai persyaratan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat					
20	Sebagai pegawai saya mempunyai sikap tanggugjawab dalam memberikan pelayanan					
21	Sebagai pegawai saya menjalankan proses pelayanan demi kelancaran pelayanan 					
22	Sebagai pegawai saya memberikan kenyamanan dalam pelayanan 					
23	Sebagai pegawai saya bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan					
24	Sebagai pegawai saya bersikap jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat					
25	Sebagai pegawai saya memberikan penyuluhan dan informasi pelayanan kepada masyarakat					
26	Sebagai pegawai saya mempunyai solusi apabila terdapat masalah dalam pelayanan kepada masyarakat					
27	Sebagai pegawai saya mempunyai kelengkapan persyaratan dalam memberikan pelayanan 					
28	Sebagai pegawai saya memberikan rincian biaya yang harus dibayar dalam pelayanan 					
29	Sebagai pegawai saya memberikan rincian biaya pelayanan yang wajar kepada masyarakat					
30	Sebagai pegawai saya memberikan perlakukan pelayanan yang sama kepada setiap orang					
31	Sebagai pegawai saya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah dan terjangkau					
32	Sebagai pegawai saya memberikan waktu pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien 					






1.	Apakah Bapak/Ibu di dalam melaksanakan pembagian tugas dalam bekerja?
2.	Apakah Bapak/Ibu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada atasan berdasarkan hierarki yang ada?
3.	Apakah Bapak/Ibu selama ini bekerja dalam memberikan pelayanan sudah sesuai aturan?-
4.	Apakah Bapak/Ibu bekerja selama ini merasa adil dalam melakukan hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur?
5.	Apakah Bapak/Ibu dalam bekerja memberikan kecepatan dalam pelayanan?
6.	Apakah Bapak/Ibu dalam bekerja mempunyai kejelasan dan kepastian serta bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan?
7.	Apakah Bapak/Ibu dalam bekerja memberikan kenyamanan dan rasa aman?
8.	Apakah Bapak/Ibu bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan pelayanan?
9.	Apakah Bapak/Ibu mempunyai solusi apabila terdapat masalah yang dihadapi dalam pelayanan?
10.	Apakah Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan memberikan rincian biaya?
11.	Apakah Bapak/Ibu dalam bekerja memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan ?




1.	Pembagian tugas dalam bekerja
2.	Hierarki otorita yang tegas dan ketat
3.	Peraturan dan  ketentuan yang terperinci
4.	Hubungan interpersonal diantara pegawai/aparatur

KUALITAS PELAYANAN 
Wasistiono (2003:49)
1.	Kesederhanaan
2.	Kejelasan dan kepastian
3.	Keamanan
4.	Keterbukaan
5.	Efisiensi
6.	Ekonomis
7.	Keadilan yang merata
8.	Kepastian waktu


Kumorotomo (2005)
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